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ABSTRAK 

Budaya minum kopi orang Indonesia membuat banyaknya muncul usaha mikro pengolahan kopi, 

usaha pengolahan kopi termasuk kedalam bentuk usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tingat resiko rendah sebagai mana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis 

Resiko. Mengenai izin usaha mikro pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja sebagai upaya penyederhanaan perizinan berusaha, sehingga dapat 

memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin. UU Cipta Kerja mengubah pendekatan 

perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) dan untuk usaha 

mikro termasuk kedalam tingkat risiko rendah yang hanya cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) 

sebagai perizinan tunggal. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, bagaimana proses 

izin usaha mikro pengolahan kopi di Kabupaten Tanah Datar. Kedua, bagaimana kendala dalam 

pemberian izin usaha mikro pengolahan kopi di  Kecamatan X Koto. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif untuk menggambarkan 

kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin usaha mikro. Hasil penelitian diketahui bahwa 

dengan dimudahkannya perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja tidak meningkatkan minat 

pelaku usaha kopi di Kecamatan X Koto untuk mengurus izin usaha mikro pengolahan kopi. 

Adapun kendala dalam pemberian izin usaha mikro adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya 

langkah proaktif pemerintah, dan kendala teknis. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan 

sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha terkait perizinan berusaha secara elektronik berbasis 

risiko yang diatur dalam UU Caipta Kerja serta lebih proaktif dalam mendorong masyarakat untuk 

mendaftarkan izin usaha. 
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